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ABSTRAK 

 

Kiranti Pradana Ashari (2022) : Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 

103 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang  

Penggunaan Kantong Alternatif Ramah 

Lingkungan Dalam Analisis Fiqh Siyasah 

 

Penelitian ini di latar belakangi kebijakan pemerintah mengenai 

penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan . Penelitian ini dilakukan di 

kecamatan Tualang di karenakan adanya peraturan Bupati Siak nomor 103 tahun 

2019. Rumusan dalam penelitian ini iyalah apa Kewenangan pemerintah 

kabupaten siak mengenai pasal 3 tentang penggunaan kantong alternative ramah 

lingkungan ,Bagaimana Upaya Dinas Lingkungan Hidup Menangani Penggunaan 

Kantong Alternatif Rahmah Lingkungan, Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah 

Terhadap Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan. 

Metode yang di gunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif  dengan 

pendekatan induktif. Menggunakan metode purposive sampling. Respondennya 

adalah petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dan masyarakat sekitar 

Kecamatan Tualang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah 

dengan wawancara kepada informa yang di tentukan berdasarkan dengan yang di 

butuhkan oleh penulis ini. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian menemukan bahwasannya pelaksanaan peraturan 

penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan ini belum berjalan sesuai dengan 

apa yang dinginkan, hal ini terlihat masih Belum adanya pelaksanaan sosialisasi 

dan pembinaan kepada masyarakat, kurangnya fasilitas, belum menerapkan sanksi 

terbuka di lingkungan masyarakat dikarenakan adanya hambatan yang dihadapi 

yaitu adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui 

adanya peraturan. Sedangkan menurut tinjauan Fiqh Siyasah permasalahan ini 

termasuk dalam siyasah Dusturiyah,  dalam hal ini merupakan bentuk pelaksanaan 

sebuah amanah dan mentaati perintah dari seorang pemimpin, karena untuk 

terciptanya suatu kemaslahatan bersama tidak terlepas dari perannya 

pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan dan peraturan.  Bahwa dalam 

menjalankan suatu kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintahan 

tersebut maka diperlukan seorang pemimpin yang sidiq,amanah,tabligh dan 

fathonah. 

 

Kata Kunci : Implementasi, kantong alternatif, Fiqh Siyasah 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari lingkungan. Eksistensi 

kehidupan manusia bergantung kepada lingkungan. Lingkungan 

menyediakan air, udara , dan sinar matahari yang merupakan kebutuhan 

mutlak manusia.
1
 Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak 

asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. 

Berdasarkan Pasal 28 huruf h Undang-undang Dasar 1945 setelah 

amandemen, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,bertempat 

tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan
2
. 

Perlu diketahui Allah SWT memberi peringatan dalam Surat Ar-Ruum 

(30) ayat 41 

يْ عََِلوُْا لعََلَّهُ ِ م يرَْجِعُوْنَ ظَهرََ الفَْسَادُ فِِ البَِّْ وَالبَْحْرِ بِمَا كَسَبتَْ اَيدِْى النَّاسِ لِيُذِيقْهَُمْ بعَْضَ الََّّ  

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar).” 

                                                               
1
 Suparto wijoyo, a‘an efendi, Hukum Lingkungan Internasional ( Jakarta,Sinar 

Grafik, 2017) hlm 1 
2
Undang-Undang 1945 Pasal 28 huruf H. 
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Dalam hal ini, berkaitan ayat di atas bahwa alam akan rusak atas 

perbuatan manusia sendiri, di samping itu sekarang sedikit banyak hal itu 

sudah terbukti, secara tidak langsung ada korelasi keadaan yang 

seharusnya memperkuat kewajiban pencegahan untuk menghindari 

kerusakan lingkungan hidup. 

 Tidak lupa pula dalam fiqih terdapat kaidah artinya kemudharatan 

harus dihilangkan. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia 

harus dijauhkan dari tindakan menyakiti baik oleh dirinya sendiri maupun 

oleh oranglain, dan tidak semestinya menimbulkan bahaya untuk orang 

lain, kemudian kaidah ini diturunkan kepada berbagai kasus termasuk 

pembatasan wewenang dan pembatasan kebebasan manusia dalam 

mempergunakan hak utilitasnya pada hal-hal yang menimbulkan bahaya 

bagi orang lain.
3
 

 Oleh karena itu, Negara, pemerintah serta seluruh pemangku 

kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan serta 

pengelolahan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan pembangunan yang 

berlanjut dan agar lingkungan hidup di Indonesia tetap menjadi sumber 

dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makluk hidup yang 

berada di sekitar . 

                                                               
3
 Mu‘adil Faizin, ―URGENSI FIQIH LINGKUNGAN DALAM 

PERKEMBANGAN FIQIH KONTEMPORER SEBAGAI INSTRUMEN 

PENDUKUNG HUKUM LINGKUNGAN,‖ Syria Studies, 7.1 (2015), 37–72 

<https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173

090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil 

wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-

asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625>. 
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Dalam Al-Qur‘an ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka 

bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi 

untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. 

Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini 

secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah
4
 (QS. al-

Baqarah/2: 30). Hal itu dikarenakan walaupun alam diciptakan untuk 

kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara 

semena-mena. Sehingga perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari 

pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan 

dari rahmat-Nya (QS. Al A‘raf/7: 56). 

 
طَمَعًا   ا وَادْعُوْهُ خَوْفاً وَّ ِ قرَيِبْ وَلََ تفُْسِدُوْا فِِ الََْرْضِ بعَْدَ اِصْلََحَِِ نَ  اِنَّ رَحَْْتَ الّلّه مِّ

نِيَْ   المُْحْس ِ

 
Artinya:  Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut 

(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhny 

rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.(Q.S 

al`Araaf:56)
5
 

 

Sampah plastik merupakan sampah berbahaya karena sifatnya yang 

sulit terurai secara biologis.  Plastik merupakan salah satu benda yang 

tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, terutama kantong plastik. 

Salah satu fungsi dari kantong plastik adalah sebagai pembungkus untuk 

membawa barang bawaan atau barang belanjaan, baik berupa makanan, 

                                                               
4
M. Quraish Shihab,Membumikan al-Qur`an sebagai Fungsi dan Peran Wahyu     

dalam Kehidupan masyarakat,(Bandung: Mizan,1996), h.295 
5 Q.S Al‘Araaf (7):56. 
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minuman, pakaian maupun alat rumah tangga lainnya. Sifat kantong 

plastik yang murah, praktis dan ringkas membuat  penggunaan kantong 

plastik semakin lama semakin tidak terkendali. Peningkatan jumlah 

pemakaian kantong plastik juga terkait dengan penambahan jumah 

penduduk dunia dan apabila siklus penggunaan kantong plastik semakin 

cepat karena penggunaan kantong plastik yang sudah digunakan akan 

dibuang dan tidak dikonsumsi lebih lanjut, maka akan dibutuhkan waktu 

ratusan tahun untuk mengurainya.
6
 

Dipasar tradisional di Kecamatan Tualang masih belum 

menerapkan kebijakan pengurangan kantong plastik tersebut, sementara 

itu pasar tradisional sebagai penyumbang kantong plastik terbanyak, dan 

antusiasme berbelanja di pasar tradisonal yang cukup tinggi karena harga 

yang lebih terjangkau dan terlengkap Kebijakan pengurangan penggunaan 

kantong plastik diharapkan berkurang setiap tahun. Saat ini pemerintah 

Kabupaten Siak kurang memperhatikan kebijakan pengurangan 

penggunaan kantong plastik, Ketiadaan ini menyebabkan kebijakan hanya 

dipandang sebagai hal yang biasa, Pemerintah sebaiknya mencari inovasi 

terbaru agar kebijakan ini berhasil secara optimal. Pemerintah Kabupaten 

Siak sebaiknya mengajak dan terus mensosialisasikan masyarakat agar 

beralih ke kantong plastik ramah lingkungan sebagai awal gerakan 

                                                               
6 Arieyanti Dwi Astuti, ‖Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya 

Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik ‖ Jurnal Litbang Vol. XII, No. 1 Juni 2016: 32-

40. 
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pengurangan plastik, hal ini dapat menjadi  salah satu solusi yang paling 

dapat diterima masyarakat.  

Pengguna kantong plastik, di Indonesia sendiri memiliki masalah 

serius dengan kantong pelastik. Hamper setiap tahun di Indonesia rata—

rata pemakaian kantong plastik per orangnya mencapai 700 lembar, 

sehingga sekitar 100 miliar ton kantong plastik terkonsumsi setiap 

tahunnya
7
. Pemerintah, maupun  pemerintah pusat, termasuk pemerintah 

daerah di kecamatan tualang, telah melakukan beberapa uapaya untuk 

mengatasi permaslaahn tersebut.  

Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten/ Kota 

mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan sampah 

agar tidak terjadi penimbunan dan pegunungan sampah . Agar rencana 

terorganisir maka harus dilindungi dengan hukum, oleh sebab itu 

terciptanya lingkungan bersih maka perlu tindakan hukum salah satunya 

dengan dikeluarkannya aturan oleh pemerintah untuk dipatuhi oleh semua 

orang, baik itu pembuat kebijakan maupun masyarakat. Hal ini 

diwujudkan dengan dibuatnya peraturan yang mana dalam pasal 

3 yang mengenai penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan dalam 

Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Peng

gunaan Kantong Plastik.  

                                                               
7
Sari, Pengaru  Kampaye ― Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik‖. Jakarta. 

 Universitas Multimedian Nusantara. Hlm 2. Diakses  pada tanggal  17 januari 2022. 
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Islam mengatur segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh 

umatnya di dunia untuk kemaslahatan umatnya. Islam memerintahkan agar 

seluruh manusia menjaga kebersiihan dan mengikuti perintah dari yang 

memiliki wewenang dalam tapuk pemerntahan dan kekuasaan. Hal ini 

diatur dalam aturan yang disebut fiqh siyasah. Dalam keberadaannya, fiqh 

siyasah menjadi acuan umat islam dalam menjalankan kehidupan sehari-

hari.  

Abdul Hamid Muttawalli membagi ulil amri dalam dua golongan 

yaitu ulil amri keagamaan yaitu para mujtahid dan para ahli fatwa (mufti), 

dan ulil amri keduniaan yaitu mereka yang kita sebut sebagai dewan 

legislatif dan eksekutif Fachrur Razi berpendapat bahwa ulil amri adalah 

Ahlul Halli Wal Aqdi, dalam Fiqh Siyasah Dusturiyyah permasalahan ini 

termasuk dalam bagian Bidang Siyasah Tasri‟iyah yang mana disebutkan 

didalamnya adalah Ahlul Halli Wal Aqdi yang berarti perwakilan persoalan 

rakyat. Hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu negara, 

seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, 

dan sebagainya
8
.  

 

 

 

 

                                                               
8
 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam 

 Rambu Rambu Syariah, (Jakarta: Kenana,2003),hlm 48. 
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Nabi Muhammad SAW bersabda, 

 

 أوُْصِيْكُمْ بتَِ قْوَى اِلله وَ الْسَّمْعِ وَ الْطَّاعَةِ وَ إِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيِّا
 

Artinya :―Aku wasiatkan kepada kalian dengan taqwa kepada Allah  dan 

mendengar serta taat (kepada pemimpin) sekalipun dia adalah budak  Habsyi 

(orang hitam)” (HR. Ahmad 17144, Abu Dawud 4607, Turmudzi 2676 dan 

dishahihkan Syuaib al-Arnauth).9 

 

Untuk memimpin atau mengatur suatu masyarakat Indonesia yang 

heterogen diperlukan adanya sosok seorang pemimpin yang adil agar dapat 

memfasilitasi kebutuhan hidupnya, ini  tercantum dalam AlQur‘an, yaitu : 

 

نهتِ اِلٰهى اهَْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَ يَْْ النَّاسِ  َ يََْمُركُُمْ انَْ تُ ؤَدُّوا الَْْمه انَْ تََْكُمُوْا ۞ اِنَّ اللّهّ
ا يعَِظُكُمْ بِه َ نعِِمَّ عًا   كَانَ  اللّهَّ  اِنَّ  ۗۗ  ٖ  بِِلْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّهّ ي ْ بَصِي ْراً سََِ  

 
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat.” (An-Nisa ayat 58)
10

 

 

                                                               
9
 HR. Ahmad 17144, Abu Dawud 4607, Turmudzi 267.6. 

10
 Q.S An Nisa (4):58. 
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Pengertian dari fiqh siyasah ialah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau 

membuat keputusan yakni, mengatur kemashlahatan umat masnusia sesuai 

dengann syara‟ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
11

. Fiqh Siyasah 

dibagi menjadi 3 macam yaitu : 

1. Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil 

keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat
12

.  

2. Fiqh Siyasah Ma‟liyah yaitu, hak dan kewajiban kepala negara untuk 

mengatur dan mengurus keungan negara guna kepentingan warga 

negaranya serta kemaslahatan umat.  

3. Fiqh Siyasah Dauliyah yaitu, pengaturan masalah kenegaraan yang 

bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna 

kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain. 

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini Fiqh Siyasah Dusturiyah yang akan 

menjadi acuan dalam penelitian skripsi ini.
13

Dalam muwujudkan cita-cita 

membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat,para fuqaha 

menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin. Menurut Al-Mawardi 

syarat menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut
14

: 

1. Berlaku adil 

2. Berilmu pengetahuan agar mampu berijtihad 

                                                               
11 Muhammad Iqbal, Fiqh siyasah. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), hlm. 

40 
12 Ibid. hlm. 41 
13

Abdul Muin Salim.Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam 

AlQur‟an, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 50. 
14

Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, terj. Khalifurrahman Fath dan 

Fathurrahman,(Jakarta: Qistthi Press, 2015),hlm.9. 
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3. Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus 

4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna 

5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum 

6. Harus dari suku Quraisy 

Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan Negaranya juga harus 

berdasarkan
15

: 

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah 

2. Perencanaan dalam pembangunan 

3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh 

pemerintah 

4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat 

5. Pengendalian yang meliputu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, 

penelitian, dan penganalisaan 

6. Keadilan tata usah/administrasi Negara 

7. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Hal ini yang menjadi urgensi dalam terwujudnya penerapan regulasi 

pengurangan penggunaan kantong plastik baik menurut undang-undang maupun 

fiqh siyasah. 

Permasalahan sampah plastik perlu segera ditangani, tidak hanya 

dibutuhkan peran pemerintah, namun juga konkrit masyarakat yang penting untuk 

mengurangi sampah plastik yang tidak terurai. Sebagian supermarket dan 

                                                               
15

 Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah, 
(Bandung: Pustaka Setia, 2012),hlm.30. 
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minimarket di Kecamatan Tualang sudah menerapkan kebijakan tersebut. Tempat 

perbelanjaan juga sudah menyediakan kantong plastik berbayar jika tetap ingin 

menggunakannya. 

Namun, pasar tradisional di Kecamatan Tualang masih belum menerapkan 

kebijakan pengurangan kantong plastik tersebut, sementara itu pasar tradisional 

sebagai penyumbang kantong plastik terbanyak, dan antusiasme berbelanja di 

pasar tradisonal yang cukup tinggi karena harga yang lebih terjangkau dan 

terlengkap Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik diharapkan 

berkurang setiap tahun. Saat ini pemerintah Kabupaten Siak kurang 

memperhatikan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, Ketiadaan 

ini menyebabkan kebijakan hanya dipandang sebagai hal yang biasa, Pemerintah 

sebaiknya mencari inovasi terbaru agar kebijakan ini berhasil secara optimal. 

Pemerintah Kabupaten Siak sebaiknya mengajak dan terus mensosialisasikan 

masyarakat agar beralih ke kantong plastik ramah lingkungan sebagai awal 

gerakan pengurangan plastik, hal ini dapat menjadi  salah satu solusi yang paling 

dapat diterima masyarakat.  

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik atau 

terdorong untuk melakukan penelitian dan ketertarikan peneliti untuk mengkaji 

permasalahan tersebut, dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan 

judul ―Implementasi Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019  Pasal 3 

Tentang Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan Di Analisis 

Fiqh Siyasah"  
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan, maka penelitian ini Tentang implementasi peraturan bupati siak 

nomor 103 tahun 2019  tentang pasal 3  penggunaan kantong alternatif ramah 

lingkungan dalam analisis fiqh siyasah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Apa Kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak Menurut Pasal 3 

Tentang Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan? 

2. Bagaimana Upaya Dinas Lingkungan Hidup Menangani Penggunaan 

Kantong Alternatif Rahmah Lingkungan? 

3. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penggunaan Kantong 

Alternatif Ramah Lingkungan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Peraturan Buapati Siak Nomor 103 Tahun 

2019 Pasal 3 Tentang Penggunaan Kantong Alternatif  Ramah Lingkungan 

Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. 

2. Untuk Mengetahui Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 3  Peraturan 

Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Mengenai Penggunaan Kantong 

Alternatif Rahmah Lingkungan.
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BAB II 

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. KERANGKA TEORITIS 

1. Implementasi 

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan 

suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan 

khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat 

kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebjakan 

tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari 

keseluruhan proses perencannaan peraturan atau kebijakan dan ada pun 

pengertian implementasi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Oktasari, Implemntasai berasal dari bahasa inggris 

yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. 

Implementasi merupakan tempat sarana untuk melaksanakan 

sebuah hal yang mnimbulkan dampak atau akibat terhadap 

suatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan atau  

akibat itu dapay berupa undang-indang, peraturan pemerintah, 

keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh para 

lembaga-lembaga Negara. 

b. Implementasi menurut teori jones ―Those Activities directed 

toward putting a program into effect” (proses mewujudkan 

program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan 
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menurut Horn dan Meter: “Those actions by public and private 

individual (or group) that are achievement or objectives set 

forth in prior policy” ( tindakan yang dilakukan pemerintah). 

Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah 

suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar 

sebuat kebijakan mencapai tujuannya.
16

 

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi 

pedoman dan dasar rencana dalam menjalankan rencana, 

kepemimpinana,dan cara pelaksanaan. Istilah ini bias dilakukan pada 

kepemerintahan,oraganisasi dan individu. Dengan ilmu-ilmu social, 

kebiijakan diartikan sebagai dasar-dasar utam untuk menentukan langkah-

langkah atau tindakan-tiindakan dalam mencapai sebuah tujian. 

Pada dasarnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah 

menggambarkan keputusan mengenai apa yang akan dilakukan atau tidak 

dilakukann yang berkenaan dengan kepentingan umum( public interest). 

Wujud konkrit dari kebijakan adalah keluaran berupa program yang 

bersifat lebih operasiiional. Kebijakan merupakan suatu usaha 

pengambilan keputusan yang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk 

mendapat informasi. Menurut James E. Andreson seperti yang dikutip oleh 

Islamy mengatakan bahawa kebijakan pemerintahan atau kebijakan yang 

                                                               
16

Reza Nofriandi, ―Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor 

REG.800/I/I/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) di 

Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa,‖ 2017, 9–44 

<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657>. 
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di lambangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Dan implikasi-

iimplikasi dari pengertian di atasa adalah: 

a. Bahwa kebijakan itu memliki tujuan tertuntu yang merupakan 

tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. 

b. Bahawa kebijaka itu berisikan tentang dijalankannya atau 

tindakan pejabat tinggi atau pemerintah. 

c. Bahwa kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti 

merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintahan suatu 

masalah tertentu bersifat negatif dalam arti merupakan 

keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. 

d. Bahwa kebijakan setidaknya dalam arti yang positif 

didasarkan selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan 

perundang-undang yang bersifat memaksa. 

Kebijakan sebagai setudi haruslah diartikan sebagai pernyataan 

kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan dan paksaan, sehingga 

dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. 

Kebijakan public menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa 

dan Negara.
17

 

 

 

 

                                                               
17 Permata Rahman Razak, M.Uhaib As‘ad, dan A.Nikhrawi Hamdie, 

―Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong 

Plastik Di Kota Banjarmasin Kelurahan Telawang,‖ 2020. 
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2. Implementasi kebijakan publik 

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tujuan 

untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan seblum tahap 

pengambilan keputusan.implementasi kebijakan publik adalah 

tahap penting dalam reaksi kebijakan publik secara komprehensif 

dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pndapat tentang 

implementasi kebijakan publik.  

Menurut Cleaves,‖ implementasi kebijakan dianggap sebagai 

suatu proses tindakan administrasi dan politik ( a process of 

moving to word a policy objective by mean administrative and 

political steps)”. 

Menurut Hamdi,‖ pelaksanaan atau implementasi kebijakan 

bersangkut paut terhadap ikhitiar-ikhtiar yang mencapai tujuan dari 

ditetapkannya suatu kebijakan tertentu‖. 

Kemudian menurut Mulyadi,‖ implementasi itu kebijakan pada 

dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat 

multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui 

strategi implementasi kebijakan ini juga mengingatkan bebagai 

lapisan masyarakat‖. 

Sedangkan menurut Anderson,― Kebijakan adalah suatu 

tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku 

atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.‖ 
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Selanjutnya terdapat lima hal yang berhubungan dengan 

kebijakan publik. Pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi 

tujuan haruslah menjadi perhatian utama perihal acak atau 

peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Kedua ,kebijakan merupakan pola 

model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-

keputusannya secara terpisah. Ketiga , kebijakan harus mencakup 

apa yang nyata yang di perbuat , atau apa yang mereka katakan 

akan dilakukan. Kempat ,bentuk kebijakan publik dalam bentuk 

yang positif didasarkan pada ketentuan hokum dan kewenangan. 

Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan 

masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa implementasi kebijakan merupakan seluruh tindakan yang 

dilakukan untuk merealisasikan tujuan kebijakan. Implementasi 

kebijakan mentransformasikan sebuah kebijakan ke dalam istilah  

operasional agar mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan dan 

objek kebijakan. 

 

3. Pasal 3 Tentang Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 

Mengenai Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan 

a. Dasar Hukum 

Perbup Nomor 103 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (8) menjelaskan 

bahwa kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau 
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mengandung bahan dasar plastik, lastek atau polyethylene, 

thermoplastic syntentic polymeric, atau bahan sejenisnya, dengan atau 

tanpa pengangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk 

mengangkat barang. 

Program yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten siak dalam 

mengurangi kantong plastik masih memiliki kendala serta hambatan, 

yang menjadi persoalan adalah dikarenakan tidak secara menyeluruh 

aturan ini diterapkan pada pusat perbelanjaan yang ada. Dalam 

hambatan ini yang menjadi dasar paling utama yaitu akibat dari 

kantong alternatif yang tidak sama kualitasnya dengan kantong plastik 

dan tidak praktis dikarenakan lebih tebal.  

Dalam program pengurangan penggunaan kantong plastik yang 

dibuat oleh pemerintah Kabupaten Siak, terdapat beberapa hambatan 

yang menyebabkan lambatnya progress yang diinginkan, diantaranya: 

1) Belum adanya alternatif pengganti kantong plastik dalam artian yang 

mampu bersaing dengan kantong plastik dari segi harga dan kualitas. 

2) Belum adanya peraturan khusus yang mengatur pembatasan produksi 

dan distribusi kantong plastik di Kabupaten Siak 
18

 

Aturan pengurangan penggunaan kantng plastik diatur dalam 

Pasal 2 yaitu: 

                                                               
        

18
Razak, As‘ad, dan Hamdie.,‖  
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1) Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantoong plastiik dimana 

untuk mengurangi timbulan sampah plastik di sumber penghasilan 

sampah.  

2) Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan 

untuk: 

a) Mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 

penggunaan kantong plastik karena sifat bahannya yang tidak 

mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah. 

b) Menjamin keberlangsung dan kelestarian ekosistem; dan 

c) Membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam 

perlindungan lingkungan hidup.
19

 

Dalam pasal 3 peraturan bupati siak tentang pengurangan penggunaan 

kantong plastik terdapat pernyataan tentang penggunaan kantong alternatif yaitu: 

1) Dalam rangka penggurangan penggunaan kantong plastik, pelaku usaha 

dapat menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan. 

2) Penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan sebagaimana terdapat 

pada pasal (1) dilaksanakan pada: 

a) Pusat perbelanjaan 

b) Departemen store 

c) Supermarket 

d) Minimarket 

e) Hotel 

                                                               
19

 Perbup Siak Nomor 103 Tahun 2019 pasal 1 dan 2 
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f) Pengginapan 

g) Tempat wisata 

h) Restoran/ rumah makan 

i) Industri/ usaha dan/atau kegiatan yang memiliki ijin AMDAL, 

UKL/UPL, SPP 

b. Fiqh Siyasah  

1) Pengertian Fiqih Siyasah 

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, fiqh dan siyasah. 

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh 

Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing–masing kata dari segi 

bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan  

tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau 

pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan 

perbuatan. 

Secara terminologis (istilah), menurut ulama – ulama syara, fiqh 

adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang sesuai dengan syara 

mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, 

yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar – 

dasarnya dan sunah). Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hokum 

agama islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh 
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mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Secara harfiyah (leksikal), 

fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti.
20

 

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-

Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut 

bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, 

memimpin, membuat kebijaksanan, pemerintahan dan politik. Secara 

terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata 

siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang 

membawa kepada kemaslahatan.
21

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah 

ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan Negara dengan segala 

bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang 

kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat.
22

 

2) Ruang Lingkup Fiqih Siyasah 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukn ruang lingkup kajian 

fiqh siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada 

pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada 

sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi 

delapan bidang. 

Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup: 

                                                               
20

 David Aprizon, Syarial Dedi, Mabrur Syah, Fiqh Siyasah, Ммит, 2003. 
21

 Wahyu Abdul Jafat, ―Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur‘an Dan Al-

Hadist,‖ Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 3.1 (2018), 18. 
22 Ibit  
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a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan 

perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah).  

b. Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah)  

c. Peradilan (Siyasah Sadha‟iyah)  

d. Hukum perang (Siyasah Harbiah).  

e. Administrasi negara (Siyasah Idariyah).  

Sedangkan ibn taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian 

yaitu:  

a. Peradilan.  

b. Administrasi negara.  

c. Moneter  

d. Serta hubungan internasional.  

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi 

tiga bidang kajian saja yaitu:  

a. Peradilan.  

b. Hubungan internasional.  

c.  Keuangan Negara dan; 

d. Serta hubungan internasional.
23 

Dari sekian uraian tentang, objek kajian fiqh siyâsah dapat 

dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yaitu: 

                                                               
23 Heryanti, ‗tinjauan fiqh siyasah tentang pelaksanaan fungsi bappeda 

dalam perencanaan pembangunan (studi di kabupaten lampung barat)‘, 2021, 

2013–15 <http://repository.radenintan.ac.id/387/1/HERYANTI.. 
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a. politik perundang-undangan (Siyâsah Dustûriyyah). Bagian ini 

meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyrî‟iyyah) 

oleh lembaga legislatif, peradilan (Qadlâ`iyyah) oleh lembaga 

yudikatif, dan administrasi pemerintahan (`Idâriyyah) oleh 

birokrasi atau eksekutif.  

b. politik luar negeri (Siyâsah DauliyyahSiyâsah Khârijiyyah). 

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara 

warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang 

bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah 

peperangan (Siyâsah Harbiyyah), yang mengatur etika 

berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman 

perang, tawanan perang, dan genjatan senjata. 

c. politik keuangan dan moneter (Siyâsah Mâliyyah), yang antara 

lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos 

pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, 

kepentinganhakhak publik, pajak dan perbankan.
24

 

Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup Fiqih Siyasah dapat 

di peroleh menjadi kepentingan bernegara dan sesuai dengan apa yang 

telah diajarkan dalam islam baik dalam bertransaksi dalam bentuk 

keuangan berkaitan dengan maslahat kehidupan bernegara.  

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqih, fiqih siyasah 

mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. 

                                                               
24 David Aprizon, Syarial Dedi, Mabrur Syah, Op. Cit hlm 16. 
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Secara garis besar sumber-sumber fiqih siyasah dapat dibagi menjadi 

sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah Al-Nabrawi membagi 

sumber fiqih siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah, 

sumber-sumber yang tertulis didalam selain Al-Qur‟an dan Sunnah, serta 

sumber-sumber yang berupa peninggalam kaum muslimin terdahulu. 

Metode kajian fiqih siyasah juga tidak jauh berbeda dengan kajian 

fiqih pada umumnya, yaitu metode ushul fiqih dan kaidah-kaidah fiqih. 

Metode ushu fiqih antara lain adalah qiyas, istihsan, istishab, al-urf, 

maslahah musrsalah dan „adah. Dengan adanya metode ini umat islam 

boleh menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap 

perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi 

yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh 

bertentangan dengan Al-Qur‟an. 
25

 

 

3) Fiqih Siyasah Dusturiyah 

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang mengkaji 

tentang politik perundang-undangan. Yang meliputi pengkajian tentang 

penetapan hukum (tasyri‟iyah), oleh lembaga legislatif, peradilan 

(qadha‟iyah), oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan 

(idariyah) oleh birokrasi atau eksekutif.  Menurut istilah, dusturiyah 

berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama 

                                                               
25 Bayu Ariq Defrianda, ‗Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 

2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Padang Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah 

(Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Sarik)‟, Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan, 2021. 
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antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak 

tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).
26  

Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah al-qur‟an yaitu ayat-ayat 

yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, 

dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-qur‟an Kemudian kedua adalah 

hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-

kebijaksanaan Rosulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri 

Arab. Ketiga, adalah kebijakankebijakan khulafa al rasyidin didalam 

mengendaikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan 

dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing , 

tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya 

kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama, 

didalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu 

dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah,
27

 

Siyasah dusturiyah biasanya hanya dibatasi membahas 

pengaturan dan perundang-undangan yang ditutuntut oleh hal ihwal 

kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama 

danmerupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 

kebutuhannya. Kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam 

siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara 

serta hak-hak warga Negara yang wajib di lindungi. 

                                                               
26

http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-

tentangkonsep.html, 
27

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam 
(Jakarta: Pranamedia Group 2014),h.53 
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Adapun konsep kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah, adalah : 

a) Bidang siyasah tasri‟iyah, termasuk di dalamnya 

persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. 

Hubungan muslim dan non muslim di dalam satu negara, 

seperti undang undang dasar, undang-undang, peraturan 

pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya. 

b) Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya 

persoalan imamah, persoalan bai‟ah, wuzarah, waliya al-

ahdi,dan lain-lain. 

c) Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya 

persoalan imamah, persoalan bai‟ah, wuzarah, waliya al-

ahdi,dan lain-lain. 

 

B. KERANGKA BERPIKIR 

seorang peneliti itu harus menguasai teori-teori ilmiah yakni 

sebagai dasar bagi argumentasi di dalam menyusun kerangka pemikiran 

yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran tersebut adalah suatu 

penjelasan sementara terhadap adanya gejala-gejala yang menjadi obyek 

permasalahan.
28

 

 

                                                               
28

 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D (Bandung: Alafa 

beta, 2019). hlm 95 
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Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 
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https://clck.mgid.com/ghits/12302484/i/57396366/0/pp/1/1?h=9DRQCLIqMklUpqhmRcSDXz3Sk1JONDXJ-P-RAW6vqTBKuZhol9veb_Op4VCgtB4P&rid=6c13e5bd-f32a-11ec-966e-2cea7f942996&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&gdpr=0&st=420&k=1061977fcffYGVCM4ofYGVEJqgffNDcy*DYyNA%3D%3Df!fY%3AfIE~fw!ffMzE0*DE3Ni43ODEyNQ%3D%3DffKZ6LbBffQf%3AfaHR0cHM6Ly9wZW5kaWRpa2FuLmNvLmlkL3BlbmdlcnRpYW4ta2VyYW5na2EtYmVycGlraXIvfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3Df%3BfNDcy*DI1NDV8MzUy*DIzODU%3DfMHww*DB8NA%3D%3DfMHwwf!fcfMTc2*DMxNHwxOTV8NDY0fVWfMAfYGVCNURf!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4zOyBXT1c2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChL%24FRNTCwgbGlrZ%24BHZWNrbykgQ2hyb21lLzEwMi4wLjAuMCBTYWZhcmkvNTM3LjM2fUERGVmlld2Vy*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxDaHJvbWl1bVBERlZpZXdlcnxNaWNyb3NvZnRFZGdlUERGVmlld2Vy*FdlYktpdGJ1aWx0LWluUERGffV2luMzI%3DfLTQyMA%3D%3DfMXwxMDA%3DfMTM2Nnw3Mjg%3DfdW5rbm93bnw0Z3wwf!f!fQff*f*(5dzEM&crst=1656062806&wrst=1656063299&muid=l918vF4Hh3h9
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseaech) 

atau penelitian sosiologi dengan prosedur survey langsung turun ke 

lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang 

pengumpulan datanya didapat langsung dari responden melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi dan study pustaka.
29

 Dari uraian tersebut, maka 

jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian 

lapangan atau kualitatif. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi , tindakan, dll. 

secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dahn dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.
30

 Hal ini sesuai dengan 

                                                               
29

 Sugiyono‖Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D‖ cet- 19 ( 

Bandung: alfabeta, 2013)  hlm 205. 
30 Kunjojo‖ Metode Penelitian‖ ( Kediri, 2009) hlm 14. 
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permasalahan yang akan diteliti yaitu Pengurangan Penggunaan Kantong 

Plastik Di Kecamatan Tualang Kabuapaten Siak. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek Penelitian Ini Adalah Kepala dinas lingkungan hidup, 

Kepala bidang pengelolahan sampah dan limbah bahan berbahaya dan 

beracun ( b3), Kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup , Kepala bidang penataan dan peningkatan kapasitas 

LH dan kehutanan , Sedangkan Objek Penelitiannya Implementasi 

Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang 

Penggunaan Kantong Plastik Alternatif Ramah Lingkungan. 

 

D. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono bahawa populasi merupakan suatu wilayah 

generalistik yang terdiri atas subjek dan objek yang memiliki kuantitas 

dan karakterristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajarin 

kemudian ditarik kesimpulannya.
31

 Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak 

yang berjumlah 4 orang. 

Menurut Sigiyono bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang di miliki oleh populasi.
32

 

 

                                                               
31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2019), hlm. 126. 
32 Ibid., hlm. 127. 
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Tabel I.1 

Populasi Dan Sampel 

No  Responden  Populasi  Sampel  Presentasi  

1 Kepala dinas lingkungan 

hidup  

1 orang  1 100% 

2 Kepala bidang pengelolahan 

sampah dan limbah bahan 

berbahaya dan beracun ( b3) 

1 orang 1 100% 

3 

 

 

Kepala bidang pengendalian 

pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup 

1 orang 1 100% 

4 

 

 

Kepala bidang penataan dan 

peningkatan kapasitas LH 

dan kehutanan 

1 orang 1 100% 

Jumlah  4 orang 4 100% 

Sumber : Data olahan 2022 
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E. Sumber Data Penelitian 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi tiga yaitu data primer, sekunder dan tersier: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data dan sumber data yang 

langsung diperoleh dari sumber data pertama (informen inti) atau 

informasi yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau 

objek/subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini ialah 

kecamatan tualang kabupaten siak sebagai lokasi penelitian. 

2. Data sekunder merupakan data dan sumber data yang diperoleh 

dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data.
33

 

3. Data Tersier 

Penjelasan mengenai bahan primer dan sekunder. Data tersier 

penelitian ini adalah internet. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah 

mendapatkan data. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data ad

                                                               
33 Edukasinfo, ―Macam-macam Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian Kualitatif‖ diakses dari https://www.edukasinfo.com/2020/09/macam-macam-

sumber-dan-teknik.html  pada tanggal 5 februari 2022. 
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alah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelit

ian yang akan dilaksanakan tersebut. Alat pengumpulan data yang benar 

akan menghasilkan data yang memiliki kreadibilitas tinggi, oleh karena 

itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan 

dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, 

adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut
34

: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara 

kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat 

atau direkam. Wawancara disini adalah pengumpulan data 

melalui prosedur tanya jawab antara peneliti dan responden. 

Wawancara dianggap efektif oleh karena itu wawancara 

dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk 

menanyakan prihal pribadi responden fakta-fakta yang ada 

dan pendapat (opinion) maupun persepsi dari responden. 

Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data-data 

informasi tentang pandangan masyarakat di daerah 

Kabupaten Siak untuk mengetahui bagaimana tanggapan 

mereka tentang pengelolahan sampah dengan cara tanya 

jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan 

benar-benar mengetahui tentang permasalahan dalam 

                                                               
34 Riduwan, Metode Riset, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),h.104. 
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penelitian ini. Wawancara yang akan digunakan adalah 

bentuk interview bebas terpimpin, artinya interviewer 

didalam mengajukan pertanyaan kepada responden secara 

bebas menurut irama dan kebijakan interview, namun masih 

dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah 

dipersiapkan secara skema oleh interviewer. 

2. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana 

peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang 

dilakukan
35

. Observasi disini adalah pengamatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti dan 

diselidiki, dalam hal observasi yang peneliti pakai adalah 

observasi non partisipasi yaitu mengadakan pengamatan di 

daerah penelitian dengan tidak ikut serta ambil bagian 

dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang sedang di 

obsevasi secara aktif. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data 

yang tidak ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui 

dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku 

harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus 

                                                               
35 Witarto, Memahami Pengolahan Data, (Jakarta: Bumi Aksara,2008),h 39. 
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dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Dokumentasi 

penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh 

peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa 

berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga 

buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum 

yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

G. Analisis Data 

Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi analisis data kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain
36

. 

Setelah data di peroleh, selanjutnya data diolah dan dianalisis 

secara deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang 

menghabiskan data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orangorang prilaku yang dapat dimengerti. Analisis kualitatif ini 

dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat 

sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. 

Dengan demikian analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam 

penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memproleh 

                                                               
36

 Lexy J.Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya,2014),h.248. 
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gambaran yang lengkap keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu 

atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk 

didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan 

peneliti atas suatu gejala yuridis atau cara untuk menentukan kebenaran 

dalam memperoleh pengetahuan, dalam menganalisis dan digunakan 

kerangka berpikir secara Deduktif. 

Metode Deduktif yaitu suatu cara berpikir yang terangkat dari 

pengetahuan umum yang bertitik tolak pada pengetahuan umum itu, lalu 

kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus suatu hal atas kasus. 

Peneliti maksud ini yaitu mula-mula peneliti menggambarkan kejadian 

pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di daerah kabupaten siak . 

Keadaan yang nyata dalam penelitian dilapangan secara global lalu 

dibandingkan dengan peraturan yang telah ada yang peneliti cari dari hasil 

perpustakaan yang kemudian dari gambaran yang tadi dapat ditarik 

kesimpulan yang lebih khusus. 

H. Sistematika Penelitian 

Peneliti mengklasifikasikan skripsi ini kedalam beberapa bab dengan 

sistematika penelitian sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menerangkan tentang latar belakang, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

sistematika penelitian 
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BAB II : KAJIAN TEORI  

Pada bab ini, berisi kerangka teori atau kerangkak 

pemikiran adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-

konsep atau teori yang dijadikan sebagai acuan dalam proses 

kegiatan penelitian. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELIITIAN  

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian atau 

lokasipenelitian, populasi dan sample penelitian, sumber data 

penelitian, teknik pengumpulan data penelitian dan analisis data. 

 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini memaparakan hasil penelitian upaya dinas 

lingkungan hidup kabupaten siak dalam penggunaan kantong 

alternatif ramah lingkungan menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 

103 Tahun 2019 . 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan terhadap peraturan Bupati Siak nomor 103 tahun 2019 

tentang pengurangan penggunanan kantong plastik pasal 3 tentang 

penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan masih kurang 

mendukung di karenakan kurangnya sosalisasi dan kampanye di 

masyarakat. Padahal kunci sebenarnya  yang perlu di dalam menjalankan 

peraturan ini adalah sosialisasi kemasyarakat. Kareana masayarakat akan 

mengetahui pentingnya penggunaan kantong alternatif  ramah lingkungan 

untuk kehidupan . 

2. Sedangkan menurut fiqh siyasah pemerintah mempunyai peran penting 

terhadap kehudupan bangsa dan bernegara, salah satunya upaya dan 

penegakan hokum tentang penggunaan kantong alternatif ramah 

lingkungan, kareana melindungin masayarakat teramaksuk keadalam 

siyasah dusturiyah. Hal ini sesuai dengan kadah yang sudah ditetapakan 

yang artinya kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung 

kepada kemaslahatannya. Hal ini termaksuk amanah dan perintah dari 

seorang pemimpin, agar tercipta suatu kemasahatan bersama dan 

menciptakan seorang pemimpin yang ulil amri. 
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C. Saran  

Setelah mengetahui permasalahan dari penggunaan kantong alternatif 

ramah lingkungan peneliti memberikan saran yaitu: 

1. Kepada pemrintah Kabupaten Siak agar kembali melaksanakan kembali  

sosialisasi terbuka terhadap masyarakat supaya masyarakat bisa jauh 

mengetahui perturan penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan. 

2. Untuk masayarakat Kabupaten Siak agar lebih memperhatikan lingkungan 

dan mengurangi  penggunaan kantong plastik, agar lingkungan dapat terjaga 

kebersihannya. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

AL-QURAN  

Kementrian agama RI, ( Bekasi, Bagus Surya, 2012) 

 

BUKU-BUKU 

Abdul Muin Salim. 2002 Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-

Qur‟an, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  

Al-Mawardi, 2015 Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, terj. Khalifurrahman Fath dan 

Fathurrahman, Jakarta: Qistthi Press,  

 

Ashosf. Burhan .1996, Metode Penelitian Hukum, Bandung, 

Beni ahmad s, fiqh siyasah: terminologi dan ringkasan sejarah politik islam sejak 

muhammad SAW hingga al-khulafa ar- rasydin (Bandung: cv pustaka setia, 

2008) 

H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah. 2003: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam 

Rambu-Rambu Syariah, Jakarta: Kenana 

HR. Ahmad 17144, Abu Dawud 4607, Turmudzi 2676 

Iqbal, Muhammad, Fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam (Jakarta: 

PRENADAMEDIA GRUP, 2014) 

J. Moleong. Lexy 1993, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya 

Kunjojo. 2009‖ Metode Penelitian‖ Kediri 

Riduwan, 2004Metode Riset, Jakarta: Rineka Cipta,  



67 
 

 

Situmorang Jubair. 2012 Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah 

Dusturiyyah, Bandung: Pustaka Setia  

Sugiyono. 2013 ―Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D‖ cet- 19 

Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D (Bandung: Alafa beta, 

2019) 

Syarial Dedi, Mabrur Syah, David Aprizon, Fiqh Siyasah, Ммит, 2003 

 

JURNAL 

 

  Abdul Jafat, Wahyu 2018 ‗Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur‟an Dan Al-

Hadist‘, Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam.  

Astuti , Arieyanti Dwi. 2016‖ Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai 

Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik‖ Jurnal Litbang Vol. Xii, 

No. 1 Juni  

Bayu Ariq, Defrianda 2021. ‗implementasi peraturan daerah nomor 21 tahun 

2012 tentang pengelolaan sampah di kota padang ditinjau menurut fiqih 

siyasah (studi kasus di kelurahan gunung sarik)‟, Jurnal Aplikasi 

Teknologi Pangan,  

Edukasinfo, ―Macam-macam Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Kualitatif‖ diakses dari https://www.edukasinfo.com/2020/09/macam-

macam-sumber-dan-teknik.html  pada tanggal 5 februari 2022. 



68 
 

 

Heryanti, 2021 ‗tinjauan fiqh siyasah tentang pelaksanaan fungsi bappeda dalam 

perencanaan pembangunan (studi di kabupaten lampung barat)‘, 

<http://repository.radenintan.ac.id/387/1/HERYANTI.. 

Nofriandi. Reza  2017, ‗Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor 

REG.800/I/I/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-

Disiplin) Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa‘, 

<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657>.  

Permata Rahman Razak, M. Uhaib As‘ad, dan A.Nikhrawi Hamdie, 2020. 

‗Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Tentang Pengurangan 

Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banjarmasin Kelurahan Telawang.  

Razak, As‘ad, dan Hamdie.,‖ Implementasi Peraturan Bupati Badung Nomor 47 

Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di 

Kabupaten Badung Provinsi Bali‖ diakses dari http://eprints.ipdn.ac.id/ 

pada tanggal 6 februari 2022. 

Sari, Melvia, 2021 „tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan 

kewenangan komisi informasi publik dalam penyelesaian sengketa perdata di 

provinsi bengkulu‟, Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan,. 

 

PERUNDANG-UNDANGAN 

 

Perbup Siak Nomor 103 Tahun 2019 pasal 1 dan 2 

Undang-Undang 1945 pasal 28 huruf H 

 



69 
 

 

INTERNET 

 

Sari, Pengaruh  Kampanye ― Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik‖. Jakarta . 

universitas multimedian nusantara. Diakses  pada tanggal  17 januari 2022, 

Rapung Sammuddin, Fiqih Demokrasi. 2013 Jakarta: Gozian Press  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 
  



 

 

 

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Saat Wawancara bersama 

Tegar challis bani 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 

 



 

 

Lampiran 3



 

 

Lampiran 4 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 



 

 

 

  



 

 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

Kiranti Pradana Ashari, lahir tanggal  31 Desember 

1999 di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, 

Riau. Anak Tunggal dari Ayahanda Suranto dan Ibunda 

Yuni wanti. 

Pada tahun 2005 . penulis pertama kali memasuki 

pendidikan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Perawang. Lalu pada tahun 2006 

penulis memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SDN 014 Tualang, lulus 

pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke SMP 

Negeri 7 Tualang dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis 

melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 3 Tualang dan mengambil jurusan ilmu 

pengetahuan alam serta lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis 

diterima di Uiniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah 

dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Kemudian pada bulan mei 

2022 penulis melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kqabupaten Siak. 

Atas berkat dan rahmat Allah Swt serta d‘a dan dukungan dari orang-orang 

tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul 

―IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 103 TAHUN 

2019  PASAL 3  TENTANG PENGGUNAAN KANTONG ALTERNATIF 

RAMAH LINGKUNGAN DALAM ANALISIS FIQH SIYASAH ” dan 

berhasil mendapatkan gelar strata satu sarjana hukum ( SH) 


